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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia dan 
pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian 
intern akuntansi. 
 Sampel penelitian adalah pejabat pemerintah daerah di lingkungan instansi 
pemerintah daerah yang terdiri dari badan, dinas dan kantor. Data penelitian 
dikumpulkan dari pemerintah daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Metode pengambilan data dilakukan 
dengan purposive sampling melalui survey. 
 Hasil penelitian dalam model pertama dengan path analysis menunjukkan 
adanya pengaruh positif signifikan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan 
teknologi informasi  terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui 
pengendalian intern akuntansi. Sedangkan hasil penelitian dalam model kedua 
dengan uji regresi menunjukkan adanya pengaruh positif tidak signifikan antara 
sumber daya manusia, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.   
 
Kata kunci:  Sumber   Daya   Manusia,  Pemanfaatan   Teknologi  Informasi, 






























































            This study aims to test the influence  human resources and  information 
technology utilization to reliability and timeliness local government financial 
reporting with the intervening variables  accounting internal control. 
           Research sample is an official local government institutions in the 
environment of local government consisting of agency, department and office. 
Research data are collected from the local government of Surakarta, Boyolali, 
Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen and Klaten. Method of data 
conducted with purposively sampling through survey. 
          Results of research in the first model with the path analysis show the 
positive influence of human resources and information technology utilization  to 
reliability financial reporting through  accounting internal control. While the 
results of research in the second model with regression test do not show a 
significant  influence of the human resources and  information technology 
utilization  to timeliness financial reporting.  
 
Keywords: Human Resources, Information Technology Utilization, Accounting 

































































A. Latar Belakang Masalah Penelitian 
Semakin pentingnya teknologi informasi bagi keberhasilan organisasi 
secara keseluruhan memperluas peran fungsi sistem informasi. Pentingnya 
penggunaan teknologi informasi tidak hanya didominasi oleh institusi swasta, 
tetapi juga sudah merambah ke instansi pemerintah. Adanya e-goverment,                     
e-procurement, e-transaction dan aktivitas melalui teknologi informasi antara 
pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya maupun antara pemerintah 
di negeri ini dengan pemerintah di negara lainnya merupakan implementasi 
penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah. Selain itu, dengan adanya 
penggunaan teknologi informasi, maka penyelenggaraan negara menuju value for 
money (ekonomis, efisien dan efektif) serta peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat semakin mengalami peningkatan menuju upaya yang optimal. Adanya 
penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga 
menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari 
semula manual menuju komputerisasi (Hamzah, 2009). 
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 
dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga 
publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

















































sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 
periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). 
Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, 
pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan 
kepada stakeholder. Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam 
Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan 
bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang 
didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan 
atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. 
Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan 
yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para 
pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai 
(Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut 
dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai 
mempercayai informasi tersebut. 
Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat 
ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan 
keyakinan pemakai terhadap informasi.  Kriteria ini secara umum disebut 


















































Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan 
informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat 
yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 
Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) 
dapat dipahami. 
Lebih dari 10 tahun terakhir ini ada sebuah peningkatan pada bagian-
bagian di lembaga publik, di semua negara, untuk mengadopsi teknik yang sudah 
secara luas digunakan oleh perusahaan profit. Di Yunani, usaha awal 
memperkenalkan akuntansi akrual di negara bagian dilakukan akhir tahun 1996 
dan dikembangkan pada tahun 1999. Pengenalan akuntansi akrual dalam sektor 
publik biasanya bertujuan untuk menyediakan pengukuran dan komunikasi yang 
lebih akurat, posisi dan performa keuangan serta meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi (Pallot, 1997 dan Van Der Hoek, 2005 dalam Cohen, 2007). Sistem 
akuntansi akrual digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas administrasi publik serta manajemen aset dan sumber daya yang efektif 
yang akhirnya mempengaruhi kinerja. Manfaat tersebut dapat dinikmati dengan 
melakukan investasi pada sumber daya melalui teknologi baru dan software baru, 
peningkatan keahlian akuntansi, pelatihan dan lain-lain. 
Persoalan awal ketika berpindah dari akuntansi berbasis kas menuju 
akuntansi berbasis akrual adalah sebagai berikut: Kelompok pertama mengacu 
pada isu-isu pokok akuntansi seperti standar dan perlakuan akuntansi yang berasal 
dari fakta bahwa perbedaan-perbedaan antara sektor publik dan privat diabaikan 

















































hampir identik dengan yang digunakan oleh sektor privat. Kelompok kedua 
mengacu pada hambatan yang berhubungan dengan ukuran dan masalah 
organisasional yang muncul karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. 
Penggunaan akuntansi akrual biasanya menciptakan kebutuhan untuk melatih staf 
dan manajemen yang akan mengoperasikan sistem baru. 
Jika persoalan tersebut di atas tidak diatasi, penggunaan sistem akuntansi 
berbasis akrual akan terhambat. Menurut bukti empiris, ketidaktersediaan sumber 
daya terlatih diiringi ketrampilan dan keahlian yang minimal, tidak adanya 
insentif bagi penggunaan akuntansi akrual, sedikitnya staf dan software yang 
layak untuk menerapkan akuntansi akrual atau untuk menggunakan berbagai 
informasi yang disediakan dalam tatanan yang rapi dan terorganisir, kurangnya 
dukungan akuntan atau auditor yang  profesional secara sistematis merupakan 
hambatan terhadap modernisasi sistem akuntansi publik (Cohen, 2007). 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai dasar 
pengelolaan teknis keuangan daerah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 memberikan masa transisi untuk perubahan 
dari cash basis ke  accrual basis dalam waktu 5 tahun (sampai tahun 2008). 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, yaitu menggunakan 
basis modifikasian kas menuju akrual. Basis ini mengharuskan penyajian akun 
aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, 

















































Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan 
sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam 
laporan keuangan pemerintah  masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. 
Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil 
ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan 
keuangan pemerintah. Menurut Mardiasmo, dalam  Pasal 33 UU No 33/2004 
disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi 
Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan  laporan 
sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif 
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi 
mendukung kebijakan Depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan yang 
dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintah 
Daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang 
sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor 
kepentingan daerah.  
Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan 
pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan 
ketepatwaktuan (timeliness). Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua 
unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan 
berbagai pihak, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dapat 


















































Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab 
Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian 
Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan 
keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan 
catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengihktisarkan dan 
melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara 
akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). 
Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk 
menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem 
akuntansi sangatlah penting.     
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Indriasari (2008) tentang 
pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan 
pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi  pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Perbedaannya adalah:  
1.  Penelitian sebelumnya mengambil sampel di kota Palembang dan Kabupaten 
Ogan Ilir. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel di 
SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 
Wonogiri, Sragen dan Klaten).  
2. Peneliti sebelumnya  menggunakan model  konvensional (merepresentasikan 
variabel yang terukur saling berhubungan dengan yang lain) dan model 

















































dengan yang lain).   Sedangkan dalam penelitian ini ada 2 (dua) model yang 
digunakan, yang pertama adalah Path Model yaitu menjelaskan hubungan 
antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan 
variabel intervening pengendalian akuntansi akan menghasilkan   keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah dan model kedua adalah model 
struktural yaitu menjelaskan hubungan antara sumber daya manusia dan 
pemanfaatan teknologi informasi akan menghasilkan ketepatwakuan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
 
B.  Perumusan Masalah Penelitian 
Masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan dengan 
pertanyaan riset adalah: 
1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan  pelaporan 
keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi? 
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah? 
3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatwaktuan  
pelaporan keuangan pemerintah daerah? 
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 





















































C.   Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tujuan: 
1. Memberikan bukti empiris bahwa  sumber daya manusia berpengaruh 
terhadap keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui 
pengendalian intern akuntansi. 
2. Memberikan bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
3. Memberikan bukti empiris sumber daya manusia berpengaruh terhadap 
ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
4. Memberikan bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
 
D.   Manfaat Penelitian 
a.  Bagi Praktisi: 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak yang 
terkait yaitu bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). 
b.   Bagi Akademisi: 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bermanfaat 
bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi akuntansi 
sektor publik yang berhubungan dengan kinerja sumber daya manusia dan 


















































TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
A.  Landasan Teori 
1.  Sumber Daya Manusia 
 Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, 
suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-
fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 
Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk 
menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes). 
 Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), 
untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan 
suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan 
kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi 
jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan 
baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari 
latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang 
dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik 
dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan 
kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). 
Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja 

















































yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan 
pemborosan bahan, waktu dan tenaga. 
 Skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu 
rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut 
Hevesi (2005) skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam 
melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu 
peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.  
2.  Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) 
 Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi 
merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia 
dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu 
melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan 
komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari nilai informasi yang dihasilkan. 
Peningkatan nilai informasi tersebut seperti berikut: Informasi yang memiliki nilai 
tinggi adalah informasi yang disajikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Untuk 
pemrosesan data manual biasanya berlaku bahwa semakin cepat waktu yang 
diinginkan untuk pemrosesan, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. 
Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga 
informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih di bawah 
manfaat itu sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatur pengolahan data 
sehingga manfaat ekonomis sebuat informasi dapat diperoleh secara maksimal 

















































Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), 
perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic 
commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et 
al., 2000).  Teknologi informasi terdiri dari bagian utama yaitu teknologi 
komputer dan perlengkapan komputer yang berfungsi untuk menerima data, 
menyimpan data dan mengolah data menjadi informasi, serta mencetak atau 
membuat dan mengkomunikasikan informasi tersebut. Sistem informasi yang 
menggunakan teknologi dengan cara dan alat manual dan mekanik disebut sistem 
informasi manual, sedangkan sistem informasi yang didominasi oleh alat 
elektronik disebut sistem informasi elektronik. Sistem informasi elektronik yang 
menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis komputer.  
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) 
pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 
secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar 
pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di 
seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009).  
3. Keterandalan (Reliability) dan  Ketepatwaktuan  (Timeliness)  Pelaporan  
Keuangan Pemerintah Daerah  
Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 
dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang 
bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. 

















































dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). 
Beberapa definisi dan rumusan kualitas informasi disajikan dalam tabel 1:  
Tabel 1 
  Definisi dan Rumusan Kualitas Informasi 
      FASB (Suwardjono,2005 ) Wilkinson (2000)   PP No. 24 Tahun 2005 
Kriteria kebermanfaatan/         - Nilai informasi=          Karakteristik kualitatif didefinisikan 
Kualitas informasi:            Manfaat – Kos           sebagai ukuran-ukuran normative yang 
1. Kualitas primer              perlu diwujudkan dalam informasi  
    - Keberpautan/relevansi         - Informasi bernilai jika dapat         akuntansi sehingga dapat memenuhi 
      Ø Nilai balikan            mengurangi ketidakpastian          tujuannya. 
      Ø Nilai prediktif            pengguna ketika berada dalam 
      Ø Ketepatwaktuan           situasi keputusan tertentu.          Ukuran-ukuran normatif tersebut: 
    - Keterandalan/reliabilitas             1. Relevan 
      Ø Keterujian          - Definisi kualitatif sulit diterapkan,             a. Feedback value 
      Ø Ketepatan penyimbolan           kareanya perlu mempertimbangkan             b. Predictive value 
2. Kualitas sekunder            pendekatan kuantitatif salah satunya             c. Tepat waktu 
    - Keterbandingan            information economics approach.             d. Lengkap 
    - Konsistensi 
    - Kenetralan          - Nilai informasi dipengaruhi oleh         2. Andal 
             Kualitas informasi yang melekat             a.  Penyajian jujur 
             pada informasi, yaitu: relevan,akurat             b. Dapat diverifikasi 
             tepat waktu, ringkas, jelas, dapat             c.  Netralitas 
             dikuantifikasi & konsisten.  
               3. Dapat dibandingkan 
               4. Dapat dipahami 
       
 
Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan 
bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan 
harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi 
mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan 
maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 
Informasi yang andal memenuhi karakteristik : 
1. Penyajian Jujur 
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 


















































2. Dapat Diverifikasi (verifiability) 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 
hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 
3. Netralitas 
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu (Fadel Muhammad, 2008). Sedangkan 
ketepatwaktuan (timeliness) adalah tersedianya informasi bagi pembuat 
keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan 
kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Dalam hal tertentu, 
ketepatwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan 
mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (accuracy/precision) 
atau keterandalan. Jadi terdapat saling mengorbankan (trade-off) antara 
ketepatwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan 
kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat 
berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat 
ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas secara 
material. Dengan begitu ketepatwaktuan dengan aproksimasi justru akan 
meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005). 
4. Pengendalian Intern Akuntansi 
Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dijalankan oleh 
dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk 

















































tujuan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan pelaporan 
keuangan dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku 
(Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319). 
Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat 
terdeteksinya kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti 
audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti,  
2004).  Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 
ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2005). Menurut 
tujuannya, pengendalian intern  dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian 
intern akuntansi (internal  accounting control) dan pengendalian intern 
administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi 
atau pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari pengendalian intern 
yang berkaitan dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, mengecek 
ketelitian dan keterandalan data akuntansi. Sedangkan pengendalian intern 
administratif berkaitan dengan tujuan mendorong efisiensi dan mendorong 
dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari sistem 
pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 
yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian akuntansi 

















































yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan 
yang dapat dipercaya (Mulyadi, 2001) 
Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan 
metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi 
yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya 
organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah 
ditetapkan. Struktur pengendalian internal (internal control structure) terdiri 
dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan 
yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Pengendalian internal 
melaksanakan tiga fungsi penting: (1) Pengendalian untuk pencegahan 
(preventive control) yaitu dengan mencegah timbulnya suatu masalah 
sebelum masalah tersebut muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang 
berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara 
efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, 
merupakan pengendalian pencegahan yang efektif, (2) Pengendalian untuk 
pemeriksaan (detective control) dibutuhkan untuk mengungkap masalah 
apabila masalah tersebut muncul, Contoh: pemeriksaan salinan atas 
perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan, 
(3) Pengendalian korektif (corrective control) yaitu memecahkan masalah 
yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini 
mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab 
masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan dan 

















































atau dihilangkan, Contoh: pemeliharaan backup copies atas transaksi dan file 
dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, 
seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses 
lebih lanjut (Romney, 2004). 
Penelitian Committee Of Sponsoring Organization (COSO) 
mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan 
oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah 
arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan 
pengendalian dicapai dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: efektivitas 
dan efisiensi operasional organisasi; keandalan pelaporan keuangan; 
kesesuaian dengan hukum, dan peraturan yang berlaku. 
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 
membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. 
Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan 
yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan pada 
berbagai jenjang organisasi dan fungsi. 
Wilkinson et al., (2000) menyebutkan subkomponen dari aktivitas 
pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) 
perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-
catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas 
transaksi–transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) 

















































Penelitian Ashbaugh et al. (2006) menjelaskan bahwa pentingnya 
pengungkapan pengendalian internal untuk menyelidiki faktor ekonomi yang 
mengungkapkan kegagalan resiko pengendalian internal dan insentif 
manajemen untuk meneliti dan melaporkan. 
Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis 
besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota 
Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 29 Tahun 2002. 
Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) memberikan temuan 
empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di sub bagian akuntansi 
Pemerintahan masih minim, job description-nya  belum jelas, dan pelatihan-
pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum 
dilaksanakan. 
Kegiatan lokakarya eksplorasi pengembangan kapasitas Pemerintah 
Daerah Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tahun 2003 berhasil 
mengidentifikasi permasalahan sumber daya manusia dalam tiga tingkatan 
yaitu tingkat sistem, lembaga, dan individu. Hasil perangkingan dari 
permasalahan tersebut menetapkan urutan prioritas penanganan yang pertama 
adalah penempatan pegawai kurang sesuai dengan bidang ilmu yang 
berdampak pada rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan 
fungsinya. Selain itu terkait dengan sumber daya manusia di satuan kerja di 

















































menyebutkan bahwa dari 19.670 satuan kerja, hanya empat orang 
akuntannya. 
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber  daya 
manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kapasitas 
sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh 
terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. 
Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. 
Telah diketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan 
bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas 
yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. 
Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks 
harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan 
pemerintah (Sugijanto, 2002). Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan 
daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan 
publik.  Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari 

















































Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat 
lunak, manajemen data, dan jaringan (Wilkinson et al, 2000). Meskipun 
secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu 
teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan 
penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah 
besar, cost pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing 
(Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi 
tidaklah murah.  Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum 
mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi 
sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain 
berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, 
pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan 
dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi 
informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya 
pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh 
terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. 
Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subyek terjadinya 
kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu  
sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau sistem akuntansi 
berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). 
Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13  Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang 

















































tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya 
peraturan perundang-undangan. 
Dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi hubungan antara sumber 
daya manusia & pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan memilih pengendalian 
akuntansi sebagai variabel intervening. Disini variabel pengendalian intern 
akuntansi berfungsi sebagai variabel intervening. Variabel intervening  
merupakan variabel antara atau mediating yang fungsinya memediasi 
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Menurut 
Tuckman (1988) ”An intervening variable is that factor that theoretically 
affect the observed phenomenon but cannot be seen, measure, or 
manipulate.”  Jadi menurut  Tuckman merupakan variabel yang secara 
teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 
dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 
diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara 
variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak 
langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 
(Sugiyono, 2006). Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan 
metode analisis jalur (path analysis). Analisis Jalur (Path Analysis) menguji 
beberapa variabel exogen (independen) dan endogen (dependen) yang 
sekaligus memungkinkan pengujian terhadap variabel intervening/mediating 

















































kausalitas antar variabel berdasarkan pada teori (Ghozali, 2005).  Hubungan 
langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada 
variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tadi. 
Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ketiga yang memediasi 
hubungan kedua variabel ini.Variabel intervening adalah tipe variabel yang 
mempunyai hubungan independen dengan variabel-variabel dependen 
menjadi hubungan yang tidak langsung. Selanjutnya, Indriantoro & Supomo 
(2002) menyatakan bahwa variabel intervening merupakan variabel yang 
terletak diantara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel 
dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan/ 
mempengaruhi variabel dependen.  
B.  Pengembangan Hipotesis 
1.  Pengaruh  Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan  Pelaporan 
Keuangan  Pemerintah Daerah Melalui Pengendalian Intern Akuntansi. 
PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah 
membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan 
keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 
adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses 
penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut 
merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan 
yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri 
Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan daerah. Perubahan itu 

















































pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir 
yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, 
laporan serta pengawasan. 
Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya 
manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. 
Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi 
pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah 
pernah dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004) (dalam Indriasari 2008). 
Kapabilitas teknologi informasi dari suatu lembaga/instansi dapat 
didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan mobilisasi dan penyebaran 
secara seimbang dari sumber daya-sumber daya yang berbasis teknologi informasi 
yang bentuknya dapat berupa kombinasi dari sumber daya lain yang tersedia 
(Bharadwaj, 1999).  
 Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya  
pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya job description, dan belum 
dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan 
dengan baik. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber 
daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan 
menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada akhirnya 
informasi akuntansi sebagai produk dari sistem informasi kualitasnya bisa 
menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau 


















































Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian 
akuntansi yang efektif antara lain: (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; 
(b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling 
berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang 
optimal. 
 Komponen penting yang terkait dengan pengendalian  akuntansi antara 
lain sebagai berikut : 
a. Sistem dan prosedur akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi 
keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus 
dilalui dalam melakukan fungsi tertentu. Sistem dan prosedur 
akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP 
Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan 
kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan 
prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain 
kas. 
b. Otorisasi. Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat 
penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah 
sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan 
ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab 
mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. 
Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan 
tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari 

















































kalaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut 
dikategorikan tidak sah atau ilegal. 
      c.  Formulir/dokumen dan catatan.   Setiap transaksi yang terjadi di 
pemerintah daerah harus didukung dengan bukti tarnsaksi yang valid 
dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut 
harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan 
formulir/dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting 
dalam proses audit keuangan. 
d.  Pemisahan tugas. Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam 
suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi 
dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu 
orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta 
pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan 
deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka 
menghindari terjadinya kolusi, kecurangan dan korupsi. 
Berdasarkan uraian tersebut  penulis menduga bahwa terdapat hubungan 
yang positif antara  sumber daya manusia dengan keterandalan  pelaporan 
keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi, maka 
hipotesis yang penulis ajukan:  
H1  :   Sumber   daya     manusia       berpengaruh        signifikan        
positif       terhadap   keterandalan     pelaporan     keuangan   


















































2.  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi   Informasi   Terhadap  Keterandalan  
Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah 
 Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada 
organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk 
pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk 
menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan 
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola 
keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada 
pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan 
teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan 
proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan 
menyederhanakan akses antar unit kerja. 
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) 
pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 
secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar 
pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di 
seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009).  
 Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan 
keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi 

















































Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan 
bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi  informasi (komputer 
dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi 
keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, 
multiprocessing.  Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif 
antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan 
daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis: 
H2  : Pemanfaatan   teknologi   informasi   berpengaruh     signifikan       
positif   terhadap   keterandalan   pelaporan   keuangan  pemerintah 
daerah. 
3. Pengaruh  Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatwaktuan 
 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan 
keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi 
karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Penyebab ketidakandalan laporan 
keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian   
intern akuntansi (Hevesi, 2005). Pengendalian akuntansi juga akan sangat 
membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga 
laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu.  Kompetensi merupakan suatu 
karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (skill), pengetahuan 
(knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 
Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari 

















































mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga 
mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam 
anonim, skill  adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu 
rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman.  Skill 
seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu 
kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi 
efektif atau mengimplementasikan suatu strategi. Rendahnya pemahaman pegawai 
terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat 
berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah 
satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan 
keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi 
yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut diduga 
terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis: 
H3  :   Sumber   daya  manusia  berpengaruh   signifikan  positif  terhadap   
ketepatwaktuan pelaporan   keuangan  pemerintah daerah. 
 
4.   Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap 
Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Penelitian Cohen et al. (2007) menemukan bahwa sistem/teknologi 
informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya-kotamadya Yunani 
merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem 

















































digunakan untuk menggambarkan lingkungan operasional dan arus informasi 
yang mendasari di kotamadya-kotamadya Yunani adalah lingkungan sistem, 
input, output, proses, aktivitas, laporan, arah tujuan dan arus informasi. Proses 
internal mempunyai input yang harus dimasukkan dalam sistem informasi 
akuntansi. Outputnya adalah pelayanan dalam perubahan proses akuntansi dalam 
konteks lingkungan operasional organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi juga 
akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian Donnelly et al., (1994) 
menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di 
Skotlandia belum begitu baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan 
data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi 
dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar 
volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu 
mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan 
pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi 
yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan 
positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:. 
H4  : Pemanfaatan     teknologi   informasi    berpengaruh   signifikan   positif       
terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
MODEL PENELITIAN 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka pengaruh 

















































dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel 










Model Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 








Model Pengaruh  Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 




































































 Dalam bab ini penulis  membahas metode-metode penelitian yang akan 
digunakan, cara pengumpulan data dan teknik analisis dalam penelitian ini. 
A. Pemilihan Sampel  dan  Pengumpulan Data 
Populasi dari Penelitian ini adalah Pengelola SKPD di Pemerintah Daerah 
SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan 
Kabupaten Klaten) yang terdiri dari 1 kota dan 6 kabupaten. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan purposive / judgement sampling.    
 Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban 
atas pertanyaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Untuk 
pengumpulan data menggunakan kuesioner.  Data Penelitian ini dikumpulkan 
dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung. Jumlah kusioner 





















































Data Responden Pengelola Keuangan SKPD 
No.  Tempat Kerja Responden     Jumlah 
1. Sekretariatan Daerah           10 
 a.  Bagian Pemerintahan 
 b.  Bagian Pertanahan 
 c.  Bagian Hukum 
 d.  Bagian Hubungan Masyarakat 
 e.  Bagian Perekonomian 
 f.  Bagian Sosial 
 g.  Bagian Pembangunan 
 h.  Bagian Keuangan 
 i.   Bagian Organisasi & Kepegawaian 
 j.  Bagian Umum 
2. Sekretariat DPRD           3 
3. Dinas Pendapatan Daerah          3 
4. Bappeda            3 
5. Bawasda / Inspektorat           3 
6. Badan Kepegawaian Daerah          3 
7. Kantor Keluarga Berencana          3 
8. Kantor Penelitian Pengembangan  
 Pengolah Data dan Arsip Daerah        3 
9. Kantor Kesbanglinmas         3 
10. Kantor Pengelolaan Pasar         3 



















































Data Responden Pengelola Keuangan SKPD (lanjutan) 
No.  Tempat Kerja Responden     Jumlah 
12. Dinas Pertanian          3 
13. Dinas Perindustrian, Perindag dan Koperasi       3 
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
 Perijinan Terpadu          3 
15. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi        3 
16. Dinas Kesehatan          3 
17. Dinas Pendidikan          3 
18. Dinas Perhubungan          3 
19. Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan 
 Energi            3 
20. Kantor Catatan Sipil & Kependudukan       3 
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan        3 
B. Variabel  Penelitian dan Pengukurannya 
Variabel Independen: 
1. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi /kelembagaan, 
maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk 
mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ & USAID/CLEAN 
Urban, 2001). 
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) 
Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas 


















































1. Keterandalan (ANDAL) adalah kemampuan informasi untuk memberikan 
keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 2005). 
2. Ketepatwaktuan (TEPAT) adalah tersedianya informasi bagi pembuat 
keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan 




Pengendalian Intern Akuntansi (PIA): 
Bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, 
prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi 
(Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319). 
Masing-masing variable diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu 
(1)  Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan (5) 
Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau 
ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi 
mereka yang sesungguhnya. 
 
C. Pengujian Spesifikasi Model 
Asumsi-asumsi untuk terpenuhinya pada pengujian model analisis path 

















































1. Ukuran sampel 
Sampel minimum yang diharapkan dapat kembali minimal 100 
eksemplar, sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan untuk analisis data 
menggunakan Structural Equation Model Hair et al., (1998). Jumlah tersebut 
mencukupi sebagai ukuran sampel untuk kepentingan analisis. Data yang 
dapat digunakan untuk dianalisis berjumlah 403 sehingga terpenuhi ukuran 
sampel. 
2. Uji  Normalitas 
  Neter et al. (1993) mengemukakan bahwa untuk menguji kesesuaian 
model regresi digunakan analisis residual. Analisis residual menunjukkan 
suatu set motode diagnostik untuk menginvestigasi kesesuaian model regresi 
menggunakan residual. Analisis ini biasanya menggunakan residual 
plots/normal probability plots. 
Salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan 
residual. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara 
normal, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor sesungguhnya atau 
error yang akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai means sama dengan 
nol. Normal tidaknya suatu data dapat dideteksi lewat plot grafik histogram. 
Diagnosis yang digunakan untuk analisis model regresi diantaranya 
yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 
atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual/ 

















































lebih handal adalah dengan melihat normal probability plots yang dilakukan 
dengan membandingkan antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 
dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 
maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya (Ghozali, 2006). 
Pengujian normalitas dilakukan juga dengan metode non-parametrik 
Kolmogorov-Smirnov. Apabila probabilitas signifikansinya diatas tingkat 
kepercayaan 1 % atau 0,01 maka data residual berdistribusi normal. 
Pada tabel 2 dibawah ini menampilkan konstruk dan indikator-




Konstruk dan Indikator-indikatornya 
Kode                      Uraian 
 
SDM1  Sub bagian  keuangan  akuntansi  anda memiliki staf yang 
berkualifikasi dalam jumlah yang  cukup. 
SDM2    Paling tidak 10 persen dari staf subbagian keuangan/akuntansi 
anda merupakan    lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi. 
SDM3    Sub   bagian   keuangan  / akuntansi   anda  memiliki uraian peran  
               dan fungsi yang jelas. 
SDM4 Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian 
keuangan/akuntansi anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan 
daerah. 
SDM5   Uraian tugas sub bagian  keuangan / akuntansi  anda  sesuai  
dengan    fungsi akuntansi  yang  sesungguhnya. 


















































Tabel Konstruk dan Indikator-indikatornya (lanjutan) 
 
Kode                      Uraian 
 
SDM7  Sub bagian keuangan / akuntansi anda telah melaksanakan proses 
akuntansi. 
SDM8     Sub  bagian  keuangan  akuntansi  anda  memiliki  sumber  daya    
pendukung  operasional yang  cukup. 
SDM9 Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan 
pengembangan keahlian  dalam tugas  dilakukan. 
SDM10  Dana-dana  dianggarkan    untuk    memperoleh    sumber     daya,  
               peralatan, pelatihan yang dibutuhkan. 
PTI1   Sub bagian  akuntansi / keuangan  anda  memiliki  komputer  
yang  cukup  untuk  melaksanakan tugas.  
PTI2       Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda. 
PTI3       Jaringan   internet  telah  dimanfaatkan sebagai penghubung antar  
               unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. 
PTI4       Proses   akuntansi    sejak    awal    transaksi    hingga  pembuatan  
               laporan keuangan   dilakukan secara komputerisasi. 
PTI5     Pengolahan  data transaksi keuangan menggunakan software 
yang sesuai dengan  Peraturan perundang-undangan. 
PTI6     Laporan  akuntansi  dan   manajerial   dihasilkan  dari   sistem   
informasi   yang  terintegrasi.  
PTI7      Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 
PTI8      Peralatan  yang  usang / rusak   didata  dan  diperbaiki   tepat pada  
               waktunya. 
PIA1      Subbagian keuangan/akuntansi anda menye-lenggarakan sistem 
akuntansi yang  meliputi : 
a.  Prosedur akuntansi penerimaan kas  
b.  Prosedur akuntansi pengeluaran kas  
c.  Prosedur akuntansi aset  
d.  Prosedur akuntansi selain kas 
PIA2    Daftar rekening (chart of account) pemerintah daerah tersedia 
dan digunakan. 
PIA3 Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak 
yang berwenang.  
PIA4 Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti 
transaksi yang valid dan sah. 




















































Tabel Konstruk dan Indikator-indikatornya (lanjutan) 
 
Kode                      Uraian 
 
PIA6          Catatan akuntansi dijaga untuk tetap "up-to-date". 
PIA7             Laporan-laporan  keuangan  direview dan disetujui terlebih  
                     dahulu oleh kepala subbagian   keuangan/akuntansi sebelum  
                     didistribusikan. 
PIA8            Sistem akuntansi yang ada memungkinkan audit/transaction  
                     trail. 
PIA9         Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD. 
 
ANDAL1    Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan 
atau yang secara wajar  dapat  diharapkan   untuk  disajikan  
tergambar  dengan  jujur  dalam laporan keuangan. 
ANDAL2     Neraca disajikan. 
ANDAL3     Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD 
disajikan. 
ANDAL4    Catatan atas laporan keuangan disajikan. 
ANDAL5    Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. 
ANDAL6   Rekonsiliasi   dilakukan  secara   periodik  antara   catatan  
akuntansi  dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal 
yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi. 
ANDAL7   Informasi  diarahkan  pada  kebutuhan   umum   dan   tidak   
berpihak    pada  kebutuhan pihak tertentu. 
TEPAT1      Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta. 
TEPAT2      Laporan-laporan  sering   disediakan   secara  sistematis  dan 
teratur,  misal: laporan harian,  laporan  mingguan, laporan 
bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan (bila  laporan  
jarang tersedia berikanlah tanda pada angka satu). 
TEPAT3      Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan  
                     teratur : 
a.  Laporan realisasi semester pertama 
b.  Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan 
APBD 
c.   Neraca 





















































D.   Analisis Pengujian Data 
1. Validitas dan Reliabilitas 
  Uji Validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui 
kevalidan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk 
mengetahui validitas konstruk  (Chenhall & Morris, 1986). Asumsi yang 
mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus 
memiliki korelasi yang cukup (sufficient correlation). Alat uji yang digunakan 
untuk mengukur tingkat interkorelasi tersebut adalah Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Masing-masing instrumen harus 
memiliki nilai KMO MSA (Measure of Sampling Adequacy) lebih dari 0.50 
sehingga data yang dikumpulkan dapat dikatakan tepat untuk analisis factor (Hair 
et al., 2006). 
Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach alpha dari 
masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai cut off untuk menentukan 
reliabilitas suatu instrumen adalah nilai cronbach alpha lebih dari 0.60 (Nunnally, 
1978). 
2.  Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan menguji 

















































pengamatan yang lain pada model regresi. Jika varians dari residual dari satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain perlu model regresi. Jika varians dari 
residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homokedastisitas. Jikaa varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 
yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 
menguji heteroskedastisitas digunakan White’s test. 
3.   Multikolinieritas 
 Uji multikolinieritas merupakan uji yang dilakukan dengan maksud 
menguji adanya korelasi antar variabel independen pada model regresi. Jika 
terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Untuk 
menguji multikolinieritas digunakan Variance Inflatior Factor (VIF) dan 
condition index (CI). Jika VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 
maka variabel tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas (Gujarati 
1995; Hair dkk. 1995) 
4.   Autokorelasi 
Uji autokorelasi merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi 
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada perioda t dengan kesalahan 
pada perioda t-1 (sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi dilihat angka DW 
(Durbin Watson). Jika nilai DW terletak antara du < d < 4 - du maka tidak ada 





















































ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini  membahas hasil observasi data, analisis  dan pembahasan yang 
meliputi deskripsi data, deskripsi variabel yang diteliti, analisis dan pembahasan. 
A. Hasil Observasi Data 
Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban 
responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan 
pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pemda melalui pengendalian intern akuntansi di 
SUBOSUKAWONOSRATEN. Waktu penelitian yang diijinkan oleh Pemerintah 
Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan 
Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN) yaitu selama 3 (tiga) bulan, mulai dari 10 
Februari 2009 sampai dengan 10 Mei 2009. Pengumpulan data penelitian 
dilaksanakan mulai tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan 21 April 2009. Data 
penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara 
langsung. 
Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut 
didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Jumlah kuesioner yang 




















































Data Kuesioner yang Dikirim ke Responden 
No  NAMA PEMERINTAH DAERAH                JUMLAH 
 1 Kota Surakarta      73 eksemplar 
 2 Kabupaten Boyolali      73 eksemplar 
 3 Kabupaten Sukoharjo     73 eksemplar 
 4 Kabupaten Wonogiri     73 eksemplar 
 5 Kabupaten Karanganyar     73 eksemplar 
 6 Kabupaten Sragen      73 eksemplar 
 7 Kabupaten Klaten      73 eksemplar 
  Total                511 eksemplar 
 
Pengiriman dan pengembalian kuesioner data yang diperoleh dalam 
penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di 
masing-masing Dinas SKPD yaitu 1 (satu) Pemerintah Daerah Kota dan 6 (enam) 
Kabupaten di SUBOSUKAWONOSRATEN. Kuesioner yang disebarkan 
sejumlah 511 eksemplar dan yang diterima/kembali sejumlah 407 eksemplar, 
dengan tingkat response rate sebesar 79,65%. Ditunjukkan dalam tabel 5. 
Tabel 5 
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 
 
No Uraian              Jumlah          Uraian  
1 Kuesioner yang didistribusikan   511  100,00% 
2 Kuesioner yang tidak kembali 104    20,35% 
3 Kuesioner yang kembali/diterima (1-2) 407    79,65% 
4    Kuesioner yang kembali tetapi tidak       4                  0,73% 
       lengkap / tidak diisi 
5    Kuesioner yang dapat diolah  (3-4) 403    78,92% 
6 Tingkat Pengembalian (Response Rate) (407/511)*100%    79,65% 
7    Tingkat Pengembalian yang bias (403/511)*100%    78,92%  
       digunakan (Usable Response Rate) 

















































 Mayoritas responden berusia diatas 30 tahun sebesar 38,70%, berjenis 
kelamin pria 58,72%, memiliki latar belakang pendidikan setara Sarjana 46,40%, 
mempunyai jabatan kasubbag sebesar 56,08%. Lama bekerja dari responden 
bervariasi dan seimbang antara yang sudah berpengalaman lebih dari  15 tahun 
sebesar 34,73% dan yang bekerja kurang dari 5 tahun sekitar 16,62%  ditunjukkan 
dalam tabel 6. 
Tabel 6 
Profil Responden Penelitian 
Wilayah: SUBOSUKAWONOSRATEN 
Karakteristik     Jumlah  Persentase  
      Usia: 
-  ≤ 30 tahun 156   38,70%     
- 31 – 40 tahun 112   27,79% 
-  41 – 50 tahun   25     6,53% 
 Jenis Kelamin: 
     -  Pria      239     58,72% 
       -  Wanita     168     41,28% 
 Pendidikan: 
- SMA        72     17,86% 
- D3                             90     22,33% 
- S1                187     46,40% 
- S2                  54     13,39% 
 Jabatan: 
-  Kasubbag               226    56,08% 
-  Staf                  177    43,92% 
 Masa Kerja: 
-  0 - 5 tahun                67    16,62% 
-  6 - 10 tahun                92    22,82% 
- 11 – 15 tahun              104    25,80%   
- ≥ 15 tahun              140    34,73% 




















































Dalam penelitian ini juga penulis melakukan uji pendahuluan atau pre-
test terhadap ukuran-ukuran variabel. Pengujian pendahuluan lebih difokuskan 
pada validitas isi. Hal ini berhubungan dengan penggunaan aplikasi SPSS 12.0 
Kuesioner penelitian yang telah disusun diujikan kepada 7 orang 
mahasiswa Maksi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).  Mahasiswa 
tersebut jurusan akuntansi dengan konsentrasi sektor publik yang masing-
masing bekerja di Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Klaten. Selain diminta untuk mengisi kuesioner 
tersebut mereka diminta untuk memberikan masukan atas kuesioner tersebut. 
Mulai dari redaksional kuesioner sampai dengan pemahaman mereka atas 
konstruk yang diukur oleh item-item pertanyaan yang diajukan dalam 
kuesioner tersebut. Penyampaian kuesioner dilakukan secara personal 
sehingga peneliti dapat menggali sebanyak mungkin masukan-masukan dari 
mereka. 
B. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat 
dilihat pada  tabel 6. Tabel tersebut menunjukkan rata-rata untuk variabel 
dependen yaitu  40,77. Hal ini menandakan sumber daya manusia dalam 

















































ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk  
melaksanakan suatu pekerjaan.  
Tabel 7 
Statistik Deskriptif Variabel 
 
Keterangan N Minimum Maximum Mean  Std. Deviasi 
SDM  403     31,00       50,00 40,77       3,72 
PTI  403     19,00       36,00 21,51       2,89 
PIA  403     31,00       34,00 32,39       1,01 
ANDAL 403     25,00       33,00 40,77       2,00 





PTI           : Pemanfaatan Teknologi Informasi 
PIA          : Pengendalian Intern Akuntansi 
ANDAL  : Keterandalan Pelaporan Keuangan 
SDM     : Sumber Daya Manusia 
 
 
C. Pengujian Data 
1. Pengujian Validitas 
Dalam pengujian validitas ini akan dilihat apakah suatu instrument hasil 
observasi sudah valid atau sahih. Hasil perhitungan validitas dibandingkan dengan 
tabel kritis, adapun nilai kritis dari pengujian ini adalah 0,256. Dengan df = n-1, 
taraf signifikansi 99 %. Butir instrument dikatakan valid jika angka korelasi yang 


















































a. Pengujian Validitas terhadap Sumber Daya Manusia 
Tabel 8 
Pengujian Validitas Terhadap Sumber Daya Manusia 
 
Atribut       Total Korelasi      Nilai r tabel           Hasil Uji 
                      Item Yang Dikoreksi       N = 403 α = 1%           Validitas 
SDM1 0,4791 0,256 Valid 
SDM2 0,5468 0,256 Valid 
SDM3 0,7406 0,256 Valid 
SDM4 0,7596 0,256 Valid 
SDM5 0,7409 0,256 Valid 
SDM6 0,6841 0,256 Valid 
SDM7 0,6958 0,256 Valid 
SDM8 0,6892 0,256 Valid 
SDM9 0,7631 0,256 Valid 
SDM10 0,7182 0,256 Valid 
 
Sumber: data primer diolah 
  
Dengan melihat tabel 7 diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
semua instrument SDM adalah valid, karena terbukti bahwa nilai korelasi lebih 























































b. Pengujian validitas terhadap pemanfaatan teknologi informasi 
Tabel 9 
Pengujian Validitas Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi 
 
Atribut               Total Korelasi    Nilai r tabel  Hasil Uji 
                            Item Yang Dikoreksi N = 403 α = 1% Validitas 
PTI1 0,3466 0,256 Valid 
PTI2 0,2776 0,256 Valid 
PTI3 0,3225 0,256 Valid 
PTI4 0,2698 0,256 Valid 
PTI5 0,3275 0,256 Valid 
PTI6 0,3219 0,256 Valid 
PTI7 0,3837 0,256 Valid 
PTI8 0,3854 0,256 Valid 
 
Sumber: data primer diolah 
  
Dengan melihat tabel 8 di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
semua instrument pemanfaatan teknologi informasi   adalah valid karena terbukti 
bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai kritis pada tingkat signifikansi 99%.  
c. Pengujian validitas terhadap pengendalian intern akuntansi. 
Tabel 10 
Pengujian Validitas Terhadap Pengendalian Intern Akuntansi 
Atribut               Total Korelasi    Nilai r tabel  Hasil Uji 
                            Item Yang Dikoreksi N = 403 α = 1% Validitas 
PIA1 0,2562 0,256 Valid 
PIA2 0,2566 0,256 Valid 
PIA3 0,2571 0,256 Valid 
PIA4 0,2758 0,256 Valid 
PIA5 0,2516 0,256 Valid 
PIA6 0,2694 0,256 Valid 
PIA7 0,2791 0,256 Valid 
PIA8 0,2864 0,256 Valid 
PIA9 0,2683 0,256 Valid 
 


















































Dengan melihat tabel 10 di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
semua instrument pengendalian intern akuntansi   adalah valid karena terbukti 
bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai kritis pada tingkat signifikansi 99%.  
d. Pengujian validitas terhadap keterandalan pelaporan keuangan. 
Tabel 11 
Pengujian Validitas Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan 
Atribut               Total Korelasi    Nilai r tabel  Hasil Uji 
                            Item Yang Dikoreksi N = 403 α = 1% Validitas 
 
ANDAL1 0,2617 0,256 Valid 
ANDAL2 0,2566 0,256 Valid 
ANDAL3 0,2767 0,256 Valid 
ANDAL4 0,2881 0,256 Valid 
ANDAL5 0,2689 0,256 Valid 
ANDAL6 0,2592 0,256 Valid 
ANDAL7 0,2568 0,256 Valid 
 
Sumber : data primer diolah 
 
Dengan melihat tabel 11 di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
semua instrument keterandalan pelaporan keuangan   adalah valid karena terbukti 




















































e. Pengujian validitas terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
Tabel 12 
Pengujian Validitas Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan 
Atribut               Total Korelasi    Nilai r tabel  Hasil Uji 
                            Item Yang Dikoreksi N = 403 α = 1% Validitas 
 
TEPAT1 0,2576 0,256 Valid 
TEPAT2 0,2576 0,256 Valid 
TEPAT3 0,2607 0,256 Valid 
 
Sumber : data primer diolah 
 
 Dengan melihat tabel 12 di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
semua instrument ketepatwaktuan pelaporan keuangan   adalah valid karena 
terbukti  bahwa  nilai koefisien lebih besar dari nilai kritis pada tingkat 
signifikansi 99%.  
2.  Pengujian Reliabilitas 
Pada pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan teknik Cronbach’s Alpha 
yaitu dengan cara melihat tingkat alpha (α) dari reliabilitas kuesioner tersebut dari 
masing-masing variabel. Pengujian reliabilitas ini dengan nilai alpha (α) 1% 
(0,01). Jika alpha (α) mendekati 1 berarti 1 berarti data tersebut reliabel, 
sedangkan jika hasil yang dicapai menjauhi dari angka 1 berarti semakin tidak 
reliabel. Menurut Nunnally dalam Ghozali (2007) suatu variabel dikatakan handal 

















































Hasil uji reliabilitas terhadap sumber daya manusia diperoleh nilai alpha 
(α) sebesar 0,9130 dan  hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item 
pertanyaan terhadap sumber daya manusia adalah reliabel. 
Hasil uji reliabilitas terhadap pemanfaatan teknologi informasi diperoleh 
nilai alpha (α) sebesar 0,7080, hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item 
pertanyaan terhadap pemanfaaatan teknologi informasi adalah reliabel. 
Hasil uji reliabilitas terhadap pengendalian intern akuntansi diperoleh nilai 
alpha (α) sebesar 0,8340, hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item 
pertanyaan terhadap pengendalian intern akuntansi adalah reliabel. 
Hasil uji reliabilitas terhadap keterandalan pelaporan keuangan diperoleh 
nilai alpha (α) sebesar 0,6730, hal ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item 
pertanyaan terhadap  keterandalan pelaporan keuangan adalah reliabel. 
Hasil uji reliabilitas terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,7240, hal ini dapat disimpulkan bahwa 
























































         
 Variabel    Nilai Cronbach’s Alpha 
         
Sumber Daya Manusia     0,9130 
Pemanfaatan Teknologi Informasi   0,7080 
Pengendalian Intern Akuntansi    0,8340 
Keterandalan      0,6730 
Ketepatwaktuan      0,7240 
 
Sumber: diolah dari hasil penelitian 
 
3. Pengujian Normalitas 
Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu 
cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 
histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 
mendekati distribusi normal (Ghozali, 2006). Dengan melihat tampilan grafik 
histogram di bawah ini terlihat bahwa variabel Sumber Daya Manusia, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Keterandalan 
Pelaporan Keuangan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan memberikan pola 
























































Histogram Pada Pengujian Normalitas Terhadap  Keterandalan Pelaporan 
Keuangan Yang Dipengaruhi Oleh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan 













Selain dengan grafik histogram diatas, pengujian normalitas  dapat juga  
dilihat melalui grafik normal probability plot (Hair et.al, 2006). Dalam model 
grafik ini distribusi yang normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan 
ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal, 
maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya. Dengan melihat penyebaran data sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya. Dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 
grafik 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta 
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal yang berarti normal. Sehingga 

















































keuangan (Y1) berdasarkan variabel independennya (sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi) maupun 
untuk memprediksi ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Y2) berdasarkan 
variabel independennya (sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 
informasi). 
Grafik 2 
Pengujian Normalitas Terhadap  Keterandalan Pelaporan Keuangan Yang 
Dipengaruhi Oleh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 
Pengendalian Intern Akuntansi 









































































Pengujian Scatterplot Terhadap  Keterandalan Pelaporan Keuangan Yang 
Dipengaruhi Oleh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 
Pengendalian Intern Akuntansi 


















4. Pengujian  Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik menunjukkan tidak ada masalah dengan 
normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Hasil dapat 


















































Pengujian Asumsi Klasik Model 2 
 
 Hasil pengujian                          Simpulan             
 
Normalitas residual Nilai probabilitas (0,19) Normal   
Autokorelasi Nilai DW hitung (1,8) Tidak terjadi autokorelasi 
Multikolinieritas Nilai Tolerance diatas 0,1 Tidak terjadi 
  Nilai VIF dibawah 10 multikolinieritas      
Heterokedastisitas Nilai probabilitas (0,88) Tidak terjadi   
  Heterokedastisitas 
 
Sumber: diolah dari hasil penelitian 
 
 
5. Pengujian Hipotesis 
Parameter estimasi hubungan antara konstruk yang dihipotesiskan 
dianalisis dengan menggunakan kriteria critical ratio (CR) yang identik dengan 
uji t dalam analisis regresi menunjukkan hasil seperti yang disajikan dalam Tabel 
15 berikut ini:  
Tabel 15 
Regresion Weight (Pengujian Hipotesis H1 dan H2) 
  Pengaruh         Estimate  S.E  C.R.       P 
 
PIA  <---        SDM  2,678  0,637  11,645      **  
ANDAL  <---   PIA   0,509  0,589  14,177      ** 
ANDAL <---   PTI  1,446  0,171  11,407      ** 




















































Tabel 16  
Goodness of Fit 
 ____________________________________________________________ 
                                                R Square       Communality      GoF 
  
SDM    0,4579   0,82445 
 Pemanfaatan TI  0,2638   0,71603 
 PIA    0,4676   0,72504 0,7 
 Andal    0,7435   0,74523 
 Tepat Waktu   0,4674   0,78547 
 ____________________________________________________________ 
 
Sumber: diolah dari hasil penelitian 
 Hasil pengujian hipotesis H1  menunjukkan bahwa  nilai critical ratio 
(CR) adalah 11,645 dan S.E sebesar 0,637.  Ini juga terlihat dari nilai  estimate 
sebesar 2,678.     Dengan demikian hasil uji statistik berhasil membuktikan bahwa 
sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kondisi 
sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan yang sudah mendukung. Dari hasil 
wawancara pada saat pengambilan kuesioner diperoleh informasi bahwa sumber 
daya manusia di sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan yang ada di 
Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten 
Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, 
Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten) sudah mencukupi baik dari sisi jumlah 
maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki 
beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi  kualifikasi, sebagian besar pegawai sub 

















































akuntansi, hal ini terlihat dari data demografi responden. Uraian tugas dan fungsi 
sub bagian akuntansi / tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan 
jelas. Fungsi dan proses akuntansi dapat dilaksanakan oleh pegawai yang 
memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Dalam praktik di lapangan, 
jumlah pegawai yang berlatar belakang akuntansi sudah mencukupi sehingga 
peraturan perundang-undangan yang mewajibkan satuan kerja untuk 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai 
yang ada akan diberdayakan. Hal ini juga diimbangi dengan mengikutsertakan 
pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan 
pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik 
studi Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004).  Oleh karena 
itu untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan 
suatu fungsi akuntansi harus dilihat dari level of responsibility dan kompetensi 
sumber daya manusia. 
 Hasil pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa  nilai critical ratio (CR) 
adalah 11,407 dan S.E sebesar 0,171.  Ini juga terlihat dari nilai  estimate sebesar 
1,446.  Dengan demikian hasil uji statistik  berhasil membuktikan bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung 
literature-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi 
dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD 
dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan 

















































(2005). Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran 
yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan maka perlu memenuhi 
karakteristik/nilai informasi dari pelaporan keuangan yaitu keterandalan.  
Tabel 17 
Coefficients (Pengujian Hipotesis H3 dan H4) 
 
Keterangan  Unstandardized     Std. Error Standardized t Sig. 
   Coefficients   Coefficients 
(Constant)  11,885       0,083  0,000        143,233  0,000 
Pemanfaatan TI    0,052       0,002  0,878          24,544     0,000 
SDM                 0,001       0,002  0,017            0,463      0,644 
 
Sumber: diolah dari hasil penelitian 
 
Hasil pengujian hipotesis H3  menunjukkan bahwa  nilai unstandardized 
coefficients  sumber daya manusia sebesar 0,001, nilai std. Error sebesar 0,002, 
nilai standardized coefficients sebesar 0,017,  nilai t sebesar 0,463, dan   nilai 
signifikansi  sebesar 0,644.  Dengan demikian hasil uji statistik  berhasil 
membuktikan bahwa sumber daya manusia  mempunyai pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian ini tidak mendukung secara empirik studi Hevesi (2005). Sumber daya 
manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan 
pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu.   
 Hasil pengujian hipotesis H4  menunjukkan bahwa nilai  unstandardized 
coefficients  pemanfaatan teknologi informasi  sebesar 0,052, nilai std. Error 
sebesar 0,002, nilai standardized coefficients sebesar 0,878,  nilai t sebesar 

















































berhasil membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi  mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi 
komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan 
meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam 
perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepatwaktu. Hasil 
penelitian ini  mendukung secara empirik studi Donnelly (1994). Oleh karena itu 
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki keunggulan 



























































KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 
A.  Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil pengolahan dan pembahasan data adalah sebagai berikut: 
1. Pertanyaan-pertanyaan dalam  kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 
valid dan reliabel. Penelitian ini juga telah memenuhi semua uji asumsi 
klasik, meliputi normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan 
autokorelasi. 
2. Hasil pengujian hipotesis H1  menunjukkan bahwa   sumber daya manusia 
berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah dengan tingkat keyakinan  atau tingkat signifikan 99 %. 
Hasil ini konsisten dengan penelitian Alimbudiono & Fidelis (2004). Hal ini 
disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang sudah 
mendukung dan juga diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam 
pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan 
keuangan daerah. 
3. Hasil pengujian hipotesis H2  menunjukkan bahwa  pemanfaatan teknologi 
informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan  pelaporan 
keuangan pemerintah daerah  dengan tingkat keyakinan  atau tingkat 
signifikan  99%. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hevesi (2005). 

















































suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah 
daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun 
ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. 
4. Hasil pengujian hipotesis H3  menunjukkan bahwa  sumber daya manusia 
berpengaruh   tidak signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Hasil ini tidak mendukung  penelitian Hevesi (2005). 
Sumber daya manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian 
laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi 
tepat waktu. 
5. Hasil pengujian hipotesis H4  menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 
informasi berpengaruh positif  signifikan terhadap ketepatwaktuan  pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. Hasil ini  konsisten dengan penelitian Donnelly 
(1994).  Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data memiliki 
keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan 
yang tepat waktu. 
6. Hasil penelitian ini memberikan dukungan yang kuat terhadap kedua model 
tersebut. Ini ditunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan didukung 
dengan tabel Goodness of Fit yang cukup tinggi dalam  mendukung validitas 
model. 
7. Hasil olahan AMOS 16.0 menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan 
pemanfaatan teknologi informasi mempunyai hubungan yang tidak signifikan 

















































akuntansi mempunyai hubungan yang signifikan dengan keterandalan 
pelaporan keuangan sehingga terjadi hubungan antara variabel yang 
mempengaruhi variabel lainnya dengan adanya variabel ketiga yang 
memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tadi. Ini menyebabkan 
terjadinya hubungan tidak langsung jika ada variabel ketiga dalam hal ini 
pengendalian intern akuntansi yang memediasi hubungan kedua variabel ini. 
 
B. Saran 
Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 
1. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metode survey dengan 
wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat 
mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara 
jawaban di kuesioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/pernyataan 
yang sama. 
2. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 
atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih 
tinggi. 
3. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh 
terhadap nilai informasi laporan keuangan, misalnya lokasi pemerintahan yang 
terpadu karena dari hasil analisis sensitivitas dengan penambahan dummy 
wilayah ditemukan bukti empiris bahwa laporan keuangan pemerintah daerah 

















































keuangan pemerintah daerah Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, 
Sragen dan Klaten. Penelitian lanjutan dapat juga meneliti mengenai 
hubungan keterandalan dan ketepatwaktuan karena antara keterandalan dan 
ketepatwaktuan sendiri seringkali terjadi trade-off. 
 
C. Keterbatasan 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan dapat 
diatasi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan hanya di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN 
(Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) 
sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek. Dengan 
kata lain validitas eksternal dari hasil penelitian ini masih rendah. 
2. Instrumen dan daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 
mengadopsi dari Indriasari dan County of Yolo dan Laporan Pengelolaan 
Keuangan Publik di Aceh yang merupakan hasil kerjasama antara BRR NAD-
Nias, Bank Dunia, Unsyiah, USAID-LGSP dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Palembang & Kabupaten Ogan Ilir. Peneliti berusaha 
menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan telah melakukan beberapa kali 
perbaikan namun tetap memiliki kelemahan-kelemahan. 
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam 

















































pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat 
mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban 
responden. 
D.  Implikasi 
Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Membuktikan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern 
akuntansi. Sedangkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. 
Hasil ini diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang 
terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.  Dengan memperhatikan dan 
meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, 
kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi 
informasi seoptimal mungkin, dan adanya  rancangan pengendalian intern 
akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah 
khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi 
dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan 
pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.  
2. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperdalam analisis 
mengenai pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi 

















































pelaporan keuangan pemerintah daerah secara mendalam dengan penambahan 
variabel lainnya yang sesuai. 
3. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan dapat mempertimbangkan 
pencarian ukuran terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih 
obyektif dan dengan dimensi waktu yang lebih panjang. 
 
 
